











Dalam perspektif pendayagunaan aparatur negara, kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah pada dasarnya dipandang sebagai upaya memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk membangun struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah  dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, mengembangkan dan memberdayakan sumber daya aparatur  daerah yang kompeten dan profesional, meningkatkan sistem manajemen  pemerintahan daerah yang efektif, pelayanan publik yang efesien, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik, sehingga desentralisasi pada akhirnya diharapkan dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah. Untuk itu, dalam meraih peluang Otonomi Daerah sebagaimana dimaksudkan di atas, maka salah satu aspek yang sangat penting adalah manajemen pengembangan pegawai daerah yang diarahkan untuk mewujudkan sumber daya  aparatur  kompeten dan profesional, khususnya dalam meraih peluang dan mengatasi tantangan ekternal organisasi pemerintahan daerah.
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu aspek dalam mendapatkan keuanggulan kompetitif organisasi. Kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah  hanya akan membuat organisasi rentan terhadap perubahan dan sulit mengikuti perkembangan kemajuan lingkungan yang begitu cepat. Kemajuan teknologi dan kondisi persaingan saat ini hanya dapat diikuti dan diantisipasi oleh organisasi dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai.
Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah menetapkan norma, standar dan prosedur pembinaan kepegawaian secara nasional, sedangkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian di daerah diatur  oleh  Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Penguatan Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan implikasi dari pemberlakuan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 
Dalam undang-undang tersebut nampak bahwa desentralisasi urusan Kepegawaian merupakan bagian integral dari desentralisasi urusan Pemerintah dan Pembangunan. Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang meliputi : Perencanaan Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Kesejahteraan  Pegawai,  Penggajian sampai kepada Pensiun dan Pemberhentian Pegawai sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
Desakan ekternal dan tuntutan yuridis sebagaimana disyaratkan oleh kedua undang-undang tersebut, serta desakan internal yakni upaya untuk memperbaiki efisiensi, efektifitas dan kinerja organisasi pemerintahan, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan kebijakan  Pengembangan Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil Daerah.  
Beberapa alasan yang mendasar sebagai dasar pijakan untuk melakukan pengembangan sumber daya pegawai di Kabupaten Sidenreng Rapang didasarkan sebagai berikut:
Pertama; Perubahan yang terjadi dalam lingkungan internal dan eksternal organisasi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian  untuk  menyelaraskan arah perubahan dengan kompetensi aparatur. Sebagai  contoh  adanya perubahan pada kebijakan manajemen pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kebijakan pemerintah yang baru meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Pemerintah tentang pengelolaan  Barang dan Jasa pemerintah berdasarkan Kepres Nomor 80 Tahun 2003.  
Kedua; Diklat tidak didasarkan pada Analisa Kebutuhan Diklat (AKD), sehingga penentuan jenis Diklat yang tepat dalam mengatasi kesenjangan kompetensi PNS dengan standar Kompetensi  jabatan belum terlaksana sebagaimana mestinya, dan tujuan dan sasaran Diklat  tidak fokus pada tuntutan peningkatan kompetensi aparatur.  Hal tersebut juga diperparah oleh belum adanya dokumen standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional dalam lingkup organisasi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. 
Ketiga; Pengembangan sumber daya pegawai hanya hingga saat ini masih determinan dan bertumpu pada kegiatan Diklat formal, sementara kegiatan pelatihan informal dan non-formal belum optimal dilaksanakan, sehingga  hal ini menimbulkan kendala pada aspek kompetensi, khususnya kompetensi keterampilan pegawai.
Kempat; Kegiatan Diklat PNS sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi aparatur belum sepenuhnya mendapatkan apreasiasi pertimbangan dalam pengembangan karir PNS dalam jabatan struktural asas the right man on the right place belum sepenuhnya diterapkan.  Data Tahun 2012 terdapat 16 orang  PNS  yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II namun belum mendapatkan promosi ke Jabatan Eselon II, dan sebanyak 40 orang PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III, namun belum  mendapatkan promosi pada jenjang jabatan struktural Eselon II atau Eselon III.  
Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pengembangan pegawai di Kabupaten Sidenreng Rappang perlu dilaksanakan secara profesional dalam rangka  mewujudkan sosok  pegawai yang  dapat bekerja secara profesional, efesien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis dalam tantanan kehidupan nasional, regional, global serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagaimana tuntutan yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 





Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan, yakni:
1.	Bagaimana bentuk upaya pengembangan Pegawai melalui Jalur Formal pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang ?
2.	Bagaimana bentuk upaya pengembangan Pegawai melalui Jalur Informal pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang ?




Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian yang dilakukan bertujuan untuk:
1.	Menggambarkan bentuk upaya pengembangan Pegawai melalui Jalur Formal pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang ?
2.	Menggambarkan bentuk upaya pengembangan Pegawai melalui Jalur Informal pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang ?
3.	Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang.
D.	Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat untuk:
1.	Menambah dan memperdalam khasanah pengetahuan penulis tentang Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya pengembangan pegawai dan konstribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang
2.	Menjadi konstribusi pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam upaya meningkatkan kualitas Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya manajemen pengembangan pegawai, dalam upaya mewujudkan aparatur yang profesional dalam mendukung penyeleng-garaan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik di Kabupaten Sidenreng Rappang. 
3.	Bahan informasi, telaahan, kajian dan konsep-konsep ilmiah bagi pihak-pihak yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang memiliki relevansi kaitan dengan Manajemen Pegawai Negeri Sipil di daerah sebagai usaha pengembangan ilmu.
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